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PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan  mengadili perkara perdata  agama  pada tingkat

pertama telah  menjatuhkan putusan secara  elektronik  dalam  perkara cerai

gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Curup, 19 Agustus

1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer,

bertempat tinggal  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX,  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,

Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili

elektronik  dengan  alamat  email

XXXXXXXXXXX@guru.smp.belajar.id,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  NIK  XXXXXXXXX,  tempat  tanggal  lahir  Sungai  Pinang,  01

Februari 1975, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan

Pedagang,  bertempat  tinggal  di  XXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera

Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November

2024  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Manna  pada  14

November  2024  dengan  register  perkara  Nomor  387/Pdt.G/2024/PA.Mna,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah,

menikah  pada  hari  Senin  tanggal  11  November  2013,  sebagaimana

tercantum  dalam  Kutipan   Akta  Nikah  Nomor  :  XXXXXXXXXXX  yang
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dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  XXXXXXXXXXX,  tanggal  11

November 2013, dengan status perkawinan Duda dan Perawan;

2. Bahwa,  selama  menikah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 4 (empat) orang anak yang

bernama:

2.1 Anak  I,  tempat  tanggal  lahir  Kace,  09  Mei  2013,

Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Penggugat;

2.2 Anak  II,  tempat  tanggal  lahir  Bengkulu  Selatan,  07

Desember  2014,  Perempuan,  Pendidikan  SD,  yang  sekarang ikut

Penggugat;

2.3 Anak III, tempat tanggal lahir Kaur, 28 Juli 2019, Laki-laki,

Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;

2.4 Anak  IV,  tempat  tanggal  lahir  Bengkulu  Selatan,  14

Desember  2020,  Pendidikan  Belum  Sekolah,  yang  sekarang  ikut

Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah

Kotrakan  yang  beralamat  di XXXXXXXXXXX,  lebih  kurang  selama  3

tahun;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selama menjalani bahtera

rumah tangga sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;

5. Bahwa,  tempat  tinggal  terakhir  antara  Penggugat  dan Tergugat

bertempat  di  rumah  orang  tua  Penggugat  yang  beralamat  di

XXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXX,  Kabupaten

Bengkulu Selatan, Provinsi  Bengkulu, sampai  akhirnya berpisah tempat

tinggal;

6. Bahwa,  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dalam keadaan  rukun  dan  harmonis  namun sejak  bulan  Januari  2015

ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, Tergugat malas bekerja;

b. Bahwa, Tergugat tidak jujur masalah keuangan keluarga;
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c. Bahwa,  Tergugat  sering  berhutang  tanpa  sepengetahuan

Penggugat;

d. Bahwa, sekitar tahun 2022 Penggugat mengetahui Tergugat telah

menikah siri  dengan wanita idaman lain yang di ketahui Penggugat

dari saudara kandung Tergugat;

7.Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat

dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sejak  akhir  bulan  Juli  2022

(Penggugat  tetap  orang  tua  Penggugat  sedangkan  Tergugat  pergi  ke

rumah istri baru Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun 4 bulan;

8. Bahwa,  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tidak  ada  kebahagiaan  lahir  dan  batin  dan  tidak  ada  harapan  untuk

kembali membina rumah tangga; 

9.Bahwa,  pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil; 

10.- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan

Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah

memenuhi  unsur  Undang-  Undang  No  1  tahun  1974  Jo  Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal

116,  sehingga  berdasar  hukum  untuk  menyatakan  gugatan  cerai  ini

dikabulkan;  

11.Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak 

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan

terbaik  adalah  bercerai  walaupun  harus  membayar  biaya  perkara  dan

mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  kiranya  berkenan  memberikan

putusan sebagai berikut;  

PRIMER ; 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  Bain  Sughra  Tergugat

(TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);  
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3. Menetapkan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku 

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir  dipersidangan,  maka jawaban Tergugat  atas  gugatan Penggugat  tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  XXXXXXXXX,  Nomor

XXXXXXXXXXX Tanggal  11  November  2013.  Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf

Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI,  umur  38  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  buruh

harian  lepas,  bertempat  tinggal  di  XXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :
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‒ bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

‒ bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina

rumah tangga di rumah kontrakan di Bangka Belitung, kemudian pindah

ke  rumah  kontrakan  di  Kaur,  lalu  pindah  di  rumah  kontrakan  di

Bengkulu Selatan;

‒ bahwa  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  4

(empat) orang anak, saat ini keempat anak tersebut ikut tinggal dengan

Penggugat;

‒ bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun,  namun  sejak  4  (empat)  tahun  lalu  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

‒ bahwa  saksi  pernah  1  (satu)  kali  melihat  dan  mendengar

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

‒ bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kerap berkata kasar dan

sering pergi tanpa alasan

‒ bahwa saat ini  Penggugat dan Tergugat masih tinggal  dalam 1

(satu)  rumah,  namun sejak  1  (satu)  minggu lalu  keduanya berpisah

kamar tidur;

‒ bahwa keluarga belum menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa  atas  keterangan  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara
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resmi  dan patut  sesuai  dengan Pasal  145 R.Bg.  juncto  Pasal  26 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto  Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor  7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan

Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Atas  panggilan  tersebut,

Penggugat hadir ke hadapan sidang,  sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  untuk  hadir  sebagai  kuasanya  dan

ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150

R.Bg.,  Tergugat  patut  dinyatakan tidak  hadir  dan perkara  ini  diperiksa  tanpa

kehadiran Tergugat (verstek);

Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya

3  (tiga)  orang  hakim,  kecuali  undang-undang  menentukan  lain.  Namun

demikian,  Pengadilan  Agama  Manna  telah  diberi  dispensasi/izin  untuk

bersidang dengan hakim tunggal  sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan

Hakim Tunggal  dari  Ketua  Mahkamah Agung  Nomor  09/KMA/Hk.05/1/2019,

tanggal  11  Januari  2019.  Karena itu,  persidangan perkara  ini  dilaksanakan

dengan Hakim Tunggal;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa Hakim  tidak  dapat  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat sesuai  maksud Pasal  154 ayat (1) R.Bg.  juncto  Pasal 82 Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  juncto  Pasal  31

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim

telah  berupaya  menasehati  Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  rumah

tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  pada  perkara  yang

dikecualikan  dari  kewajiban  penyelesaian  melalui  mediasi  sebagaimana
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dimaksud Pasal  4  ayat  (2)  huruf  (b)  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing 

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya,  Penggugat  mendalikan

Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan

menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan.  Karena  itu,  Penggugat  dinilai  mempunyai  legal

standing untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar

Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat,

dengan  alasan  sejak  bulan  Januari  2015  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran

secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sesuai maksud Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  disebabkan  Tergugat  malas  bekerja,  tidak  jujur

masalah keuangan keluarga, sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat

serta pada tanhun 2022 Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain

yang diketahui Tergugat dari saudara kandung Tergugat. Puncak perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun

2022, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  perkara  ini  diperiksa  secara  verstek,

namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara

verstek hanya  dapat  dikabulkan  apabila  mempunyai  dasar  hukum  dan

beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg.  juncto  Pasal 1865 Kitab

Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Hakim  memberikan  beban  pembuktian

(bewijstlast/burden of proof) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;
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Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan

terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang,  bahwa bukti  P (fotokopi  Kutipan Akta Nikah)  merupakan

akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan

pejabat  umum  yang  berwenang  (vide:  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang

Hukum  Perdata),  bermeterai  cukup  (vide:  Pasal  3  ayat  (1)  dan  Pasal  5

Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2020  tentang  Bea  Meterai),  dan  cocok

dengan  aslinya  (vide:  Pasal  301  R.Bg.  juncto Pasal  1888  Kitab  Undang-

Undang  Hukum  Perdata).  Isi  bukti  tersebut  menjelaskan,  pada  tanggal  11

November  2013,  TERGUGAT  dan  PENGGUGAT, telah  melangsungkan

pernikahan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

XXXXXXXXXXX,  Provinsi  Bengkulu.  Bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat

formil  dan  materil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna

(volledig  bewijskracht)  dan  mengikat  (bindende  bewijskracht).  Dengan

demikian,  harus dinyatakan terbukti  bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah

suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang

yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide:  Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

juncto Pasal  1910 dan Pasal  1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

sudah disumpah sesuai agamanya (vide:  Pasal 175 R.Bg.  juncto Pasal 1911

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di

muka sidang/hakim (vide:  Pasal  171 ayat (1) R.Bg.  juncto  Pasal  1909 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, 1 (satu) saksi yang diajukan oleh

Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  (satu)  yang  diajukan  oleh

Penggugat  tentang  tempat  kediaman  Penggugat  dan  Tergugat  setelah

menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  anak, mengetahui sendiri

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  berikut  penyebabnya,

Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal walaupun selama 1

(satu)  minggu telah berpisah kamar tidur,  serta  belum pernah dilaksanakan

perdamaian  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  dilihat,

didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
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oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan 1 (satu)

saksi dan Penggugat juga menyatakan telah cukup atas bukti yang diajukan di

persidangan,  maka  Hakim  berpendapat  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1905

KUHPerdata bahwa kesaksian seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain,

dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya (unus testis nullus testis), yang mana

dalam hal ini Penggugat mendalilkan rumahtangganya dengan Tergugat tidak

rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, sedangkan tidak

cukup bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil perselisihan

dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  Penggugat  tidak  dapat  membuktikan

dalil-dalilnya, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan.

Karena itu,  berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama,  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  patut

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp294.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus

rupiah);
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Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari

Senin  tanggal  23  Desember  2024  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  21

Jumadil  Akhir 1446 Hijriah oleh  Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.,  M.H., sebagai

Hakim. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  tersebut,  dan  dibantu  oleh  Andi

Haspriadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Andi Haspriadi, S.H.

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 60.000,00

-  Proses : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 124.500,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 294.500,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
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